INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA /DAE
KABUPATEN LUWU TIMUR |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL. DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah Malili, 92981
E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 19 Tahun 2021
TENTANG
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TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU) tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 251);
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13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu
Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun
2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 11).



MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA TAHUN 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang
digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk
menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan
Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan
Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan
unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 11 Nopember 2021
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1. Bupati Luwu Timur di Malili;

2. Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;

4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili



Nama Organisasi

Tugas Pokok

Fungsi Utama
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana

Menyusun dan menetapkan prosedure tetap penanganan bencana

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap
saat dalam kondisi darurat bencana

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan

menyeluruh

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 :

SASARAN INDIKATOR KETERANGAN
NO RENSTRA KINERJA SATUAN (FORMULASI) PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Meningkatnya .
ketahanan Indeks Hasil Penilaian 7 . B_|dang Pencegahan & . .
- Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan | BPBD, Instansi Vertikal
1. |daerah 1. Ketahanan Nilai Parameter IKD dengan 7 - . o )
. o . dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi & OPD terkait
menghadapi Daerah (IKD) Prioritas dan 71 indikator X
dan Rekonstruksi
bencana
Pencapaian mutu minimal
Meningkatnya Indeks layanan dasar x Bobot Bidang Pencegahan &
layanan SPM Capaian SPM o Mutu (20%) + Persentase Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan .
2. Sub Urusan 2. Sub Urusan % pencapaian penerima dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi BPBD dan OPD terkait
Bencana Bencana layanan dasar x Bobot dan Rekonstruksi

Penerima layanan (80%)

Malili, 11 Nopember 2021




